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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1  E-government 
2.1.1  Pengertian E-government 
Dalam pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
terbentuk sebuah sistem manajemen dan aktivitas kerja di lingkungan 
pemerintahan. e-government atau electronic government merupakan suatu upaya 
untuk menyebarluaskan bentuk kepemerintahan yang berbasis elektronik. Di 
dalam buku E-government In action (2005:5) menyatakan E-government adalah 
suatu usaha menciptakan suasana pelayanan pemerintah yang sesuai dengan 
objektif bersama (shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, 
oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari 
pada stakeholder yang ada misalnya : 
a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam
melayani masyarakatnya.
b. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparan
c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan
publik.
d. Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis.
Menurut Indrajit (2005), e-gov dapat memperbaiki manajemen internal dan 
peningkatan pelayanan publik. Dengan e-gov dapat mempermudah, 
mempermurah, mempercepat, memperingan dan memperindah kehidupan serta 
mempercepat akselarasi pembangunan ICT antara daerah, regional, nasional. 
9 
 
Dalam jurnal Habibullah (2010) mengutip Mustopadidjaja (2003) e-gov 
juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan WEB (jaringan), 
komunikasi internet, dan dalam kasus tertentu merupakan aplikasi interkoneksi 
untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan atau dari 
pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, 
pencari kerja, dan pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara.  
Dalam Indrajit (2006) mengutiip Menurut bank dunia (World Bank) e-
government yaitu : 
E-government refers to the use by government agencies of 
information technologies (such as wide area networks, the internet, and 
mobile computing) that have the ability to transform relations with 
citizens, businesses, and other arms of government.  
 
 Sedangkan e-government (variabel bebas) menurut Richardus (2004:4) 
yaitu: merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintahan dengan 
masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan dimana melibatkan 
penggunaan teknologi informasi dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan 
yang selama berjalan. (Indrajit: 2005). 
Dari beberapa contoh definisi yang telah dipaparkan diatas, terdapat tiga 
kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-government yang ada, berikut tiga 
persamaan karakteristik tersebut : 
a. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah 
dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan 
(stakeholder);dimana 
b. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet);dengan tujuan 
c. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik. (indrajit:2005) 
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2.1.2  Manfaat E-government  
Negara amerika dan inggris adalah dua negara besar yang telah 
mengimplementasikan konsep e-government, manfaat yang didapat dengan 
adanya penerapan e-government di suatu negara dijabarkan oleh Al Gore dan 
Tony Blair, antara lain : 
a. Memperbaiki kualitas mesyarakat pemerintah kepada para stakeholder-nya 
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam kinerja efektifitas 
dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan dan bernegara 
b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Government. 
c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi 
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk kepentingan 
sehari-hari. 
d. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan 
tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai 
perubahan global dan tren yang ada dan sebagiannya. (Yahya:2015) 
 
2.1.3  Tujuan Pengembangan E-government 
Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan 
penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam 
rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. 
Terdapat empat tujuan yang dibuat untuk menjalankan pengembangan e-
government, yaitu:  
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a. Terbentuknya sebuah jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang 
berkualitas, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat dijangkau disetiap 
masyarakat dan wilayah di seluruh Indonesia. 
b. Meningkatkan perkembangan perekonomian, mempertahankan stabilitas 
ekonomi, dan dapat bersaing dengan perdagangan internasional melalui 
hubungan interaktif dengan dunia usaha. 
c. Terbentuknya mekanisme dan pola komunikasi dengan lembaga-lembaga 
negara dan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti dialog publik dengan 
masyrakat sehingga ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.  
d. Terbentuknya proses kerja dan sistem manajeme yang transparan dan efisien 
serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan 
pemerintah daerah otonom. (Yahya:2015) 
 
2.1.4 Strategi pengembangan e-government  
Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini. Pencapaian strategis e-
government perlu  dilaksanakan melalui enam strategi yang berkaitan erat, yaitu: 
a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta 
terjangkau oleh masyarakat luas. 
b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah 
otonom secara holistic 
c. Memanfaatkan teknologi serta dunia usahan mengembangan industri 
telekomunikasi dan teknologi informasi 
d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industry 
telekomunikasi dan teknologi informasi. 
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e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah 
daerah otonom disertai dengan meningkatkannya e-literacy masyarakat 
f. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang 
realistic dan terukur. (Yahya:2015) 
 
2.1.5 Tahapan perkembangan implementasi E-government di Indonesia 
 Perkembangan implementasi e-government di Indonesia dibagi menjadi 
empat tahap  yaitu: 
a. Web presence (publish website daerah di internet) 
b. Interaction (website daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara 
masyarakat dan pemerintahan daerah) 
c. Transaction (website daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi dilengkapi 
dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah) 
d. Transformation (dimana website daerah sudah bertransformasi menjadi    
portal pelayanan G2G,G2B,G2C yang terintegrasi) 
Di Indonesia, implementasi e-government secara umum dapat dikatakan 
masuk pada kategori interaction, pada kategori ini dengan penggunaan internet 
dan fasilitas multimedia terjadi aktivitas interaksi antara pemerintah dengan 
masyarakat yang berkepentingan. Beberapa tolak ukur yang digunakan yang 
bertujuan menilai website pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 
a. Identitas lembaga 
Bagiamana website dapat menampilkan kelebihan, potensi yang ada serta 
profil daerah. 
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b.  Desain Website 
Menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tampilan website dan sistem menu 
yang dipergunakan. Terdapat dua sub kriteria yaitu : Navigasi dan Estetika. 
c. Isi Website 
Penyajian content pada website menampilkan produk dan jasa yang 
ditawarkan oleh pemerintah daerah  
d. Fasilitas website 
Yaitu searching, security, customer service and support, contact information 
dan investor information. 
e. Uji Respon 
Pada tahap ini penyedia layanan melakukan uji coba terhadap respon dari 
pengunjung website dan diminta untuk melakukan penilaian terhadap website 
mengenai tampilan, isi,  Merupakan respon langsung dari pengunjung daerah 
tersebut. Pengunjung akan melakukan penilaian terhadap website, mengenai 
tampilan, isi, kecepatan mengakses, kemudahan, dan sebagiannya.  
Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam 
mengimplementasikan e-government di Indonesia, diantaranya sebagai berikut: 
Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharing) informasi dan mempermudah 
urusan belum merasuk di Indonesia.  
a. Salah satu kesulitan yang dihadapi yaitu kebiasaan mendokumentasi belum 
menjadi budaya.  
b. Langkahnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi dalam 
pemerintahan.  
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c. Infrastuktur yang belum memadai dan mahal. Di Indonesia penyebaran sarana 
prasarana yang menyangkut teknologi informatika belum tersebar secara 
merata. 
d. Wilayah akses yang terbatas. berhubungan dengan ke empat poin diatas, 
wilayah untuk mengakses  informasi belum mencapai semua wilayah dan 
masih terbatas. (Yahya:2015) 
 
2.2  Keterbukaan Informasi Publik dan Kewajiban Pemerintah 
Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur mengenai keterbukaan dan 
transparansi informasi pada sektor atau badan publik. Badan publik adalah salah 
satu sumber atau penyedia informasi. Dengan adanya UU KIP, arah kebijakan 
pelaksanaan dituangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 
61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
Tentang Keterbukaan Publik. 
Pengertian informasi, informasi publik, dan badan publik yang tercantum 
pada pasal 1 dan Bab I dari UU KIP tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan 
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 
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2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 
dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini 
serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik 
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain 
yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, 
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau 
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber 
dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan 
dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 
Kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik diatur 
dalam pasal 7 yaitu sebagai berikut: 
1. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan 
informasi publik yang berada di bawah kewenanganya kepada pemohon 
informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 
2. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan 
tidak menyesatkan. 
3. Untuk melaksanakan kewajiban yang di maksud pada ayat (2),badan publik 
harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi 
untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat 
diakses dengan mudah.  
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Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. 
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan 
publik diatur dalam pasal 9 ayat 2, yaitu : 
1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik. 
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait. 
3. Informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau 
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
(Hermana:2012) 
 
2.3  Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dan E-government 
Sesuai dengan amanat Inpres  No. 3 tahun 2003 yang menetapkan adanya 
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang menggunakan perangkat 
elektronis di seluruh Indonesia yang di sebut dengan e-government.  Dalam 
prakteknya untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan untuk memberikan 
layanan publik dibutuhkan sumber daya manusia yang handal serta teknologi 
informasi dan komunikasi. Dengan pemanfaatan e-government pemerintahan akan 
menjadi lebih fleksibel contohnya dapat memberikan pelayanan selama 24 jam 
dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja sehingga lebih berorientasi pada 
kepuasaan pengguna atau masyarakat. 
Kementrian komunikasi dan informatika (kominfo) sebagai badan publik 
yang tugasnya sebagai pembuat kebijakan membuat program ini bertujuan untuk 
melakukan penyebaran informasi, pelayanan publik dari pemerintah kepada 
masyarakat, adanya peningkatan hubunganantara pemerintah dengan masyrakat 
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dan pelaku bisnis, dan untuk pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Selain 
itu peran dinas komunikasi dan informatika yaitu menyediakan dan mengelola 
pelayanan-pelayanan elektronik agar dapat digunakan oleh seluruh SKPD. 
(Parsaorantua, Pasoreh dan Rondonuwu:2017). 
Pada implementasinya, pemerintah disuatu daerah memberikan layanan 
dan informasi melalui website pemerintahan. Contoh penerapan e-government 
pada web pemerintah kota Manado. Pemerintah menyediakan pelayanan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat seperti, informasi, kebijakan hingga ke layanan 
publik. Dari kemudahan yang ada, masyarakat hanya perlu mencari informasi 
yang diinginkan melalui internet dan mengakses Manadokota.go.id. 
Kemudian dalam peraturan pemerintahan nomor 38 tahun 2007 dan 
peraturan pemerintahan nomor 41 tahun 2007 mengamanatkan tentang pemisah 
tugas antara humas dengan komunikasi dan informatika. sehingga di kabupaten 
penajam paser utara humas menjalankan fungsinya dalam menyampaikan 
informasi yang bersifat kesekertariatan dan kemudian untuk teknisnya untuk 
publikasi melalui media website resmi pemerintahan www.penajamkab.go.id 
dikelola oleh bagian komunikasi dan informatika dimana pada kabupaten ini 
dibawa naungan dinas perhubungan dan pariwisata. Selain itu terdapat aplikasi-
aplikasi lainnya yang menunjang pemerintahan yang good governance 
(Yahya:2015). 
Pemerintah Surabaya mengembangkan e-procurement www.surabaya-
eproc.or.id yang bertujuan memberikan transparansi pelayanan projek-projek yang 
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ada, sedang berjalan dan masyarakat dapat mengikuti lelang tender dari projek 
yang ada. 
Kemudian pelayanan OSS atau One Stop Services merupakan 
pengembangan satuan kerja layanan perijinan terpadu yang dibuat oleh sebuah 
institusi di Kabupaten Sragen. Layanan ini mendukung tercapainya sebuah 
perkembangan layanan perijinan terpadu daerah yang pada kenyataannya masih 
belum mencapai standar dari tingginya kompetisi bisnis di tingkat lokal dan 
nasional. Keberadaannya yang berada pada tingkat nasional dan regional 
(provinsi) memiliki korelasi positif terhadap perbaikan pelayanan publik 
pemerintah terhadap investor (baik PMA maupun PDMN) dan pebisnis lokal. Dan 
untuk kedepannya diharapkan mempunyai andil dalam perbaikan iklim investasi 
dan kualitas pelayanan perijinan di Indonesia. Selain itu OSS Center akan 
memberikan pendampingan pada OSS di daerah-daerah yang membutuhkan 
melalui pembaharuan sistem dan informasi, menganalisis kebutuhan dan 
melakukan asistensi penguatan sistem dan informasi, menganalisa kebutuhan dan 
melakukan asistensi di tiap tingkat kebijakan pemerintah, mengidentifikasi 
kelebihan dan kekurangan satuan kerja pelayanan perijinan usaha dan investasi, 
serta bentuk-bentuk asistensi lainnya. Kemudian diharapkan OSS Center dapat 
membentuk jaringan data dan informasi secara luas antara stakeholder dalam 
ranah investasi nasional dan lokal. 
Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan 
yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik melalui e-government. 
Pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara berhasil meraih predikat terbaik 
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Penganugrahan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2017. Pada 
website pemerintahan diskominfo.luwuutarakab.go.id selain profil, galeri foto, 
berita daerah ada konten yang menyediakan daftar informasi publik per bidang-
bidang yang merangkup secara sistematik dan transparansi berupa informasi 
publik seperti rencana kerja, dokumen pelaksanaan anggaran tugas fungsi dan 
uraian tugas, laporan realisasi anggaran per bulan, perjanjian kinerja, dan layanan 
e-government lainnya seperti daftar layanan internet Pemda Luwu Utara, 
rekapitulasi lelang melalui Portal LPSE Kab. Luwu Utara dan Rekapitulasi Sistem 
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) TA 2017. 
 
2.4  Optimalisasi e-government dalam penyelenggaraan Keterbukaan 
Informasi   Publik (KIP)   
Dalam kamus besar bahasa Indonesia optimalisasi yaitu suatu tindakan, 
proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem 
atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih 
efektif. Optimalisasi berasal dari kata dasar tertinggi, menjadi paling tinggi, 
terbaik,menjadikan paling baik, menguntungkan, cara, pengoptimalkan proses, 
perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan 
sebagiannya).  
Saputra (2013) mengutip Machfud Sidik mengenai dengan optimalisasi 
suatu aktivitas untuk meningkat perlu adanya intensifikasi dan ekstensifikasi 
subyek dan obyek pendapatan. Dalam waktu yang singkat aktivitas yang paling 
mudah dilakukan yaitu dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau 
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sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan 
teknologi informasi. Maka dari itu dengan melakukan efektivitas dan efisiensi 
sumber atau obyek pendapatan daerah, dapat meningkatkan produktivitas 
pendapatan asli daerah (pad) tanpa adanya perluasan sumber atau obyek 
pendapatan baru yang membutuhkan serangkaian waktu yang lama. Masalah yang 
ada terlihat pada sistem dan prosedur dengan adanya teknologi informasi yang 
terpadu seperti untuk mengintensifikasikan pajak mutlak sistem pelayanan pajak 
yang dilaksanakan cenderung kurang optimal. Perlu adanya penentuan tata cara 
pelaksanaan dan batasan waktu.  Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan 
menurut Edward dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting 
berhasilnya suatu proses implementasi. Faktor-faktor tersebut yaitu : 
a. Komunikasi, artinya berhubungan dengan bagaimana kejelasan informasi, 
konsistensi informasi yang disampaikan dan proses penyampaian informasi. 
Jika berjalan dengan baik maka jelas bagi pelaksananya. 
b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini ada empat yaitu informasi yang 
diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan agar dapat 
melaksanakan tugas yang baik, fasilitas yang dibutuhkan dan  staf dan kualitas 
mutu.  
c. Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program 
khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. 
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Berdasarkan pengertian konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa 
optimalisasi adalah suatu proses dalam melaksanakan aktifitas yang direncakan 
dengan terencana untuk mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan target ideal. 
(Saputra:2013) 
Pada pasal 28F Amandemen kedua UUD 1945 menyatakan: 
“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengambangkan pribadi dan lingkungan sosialnua, serta berhak 
untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 
 
Pada saat pembahasan Amandemen kedua UUD 1945 draf pasal 28F ini 
mendapat respon positif dari seluruh fraksi di MPR. Atas dasar hak asasi manusia 
maka ha katas informasi perlu dirumuskan dalam sebuah konstitusi. Maka dari itu 
selama MPR mengadakan rapat-rapat pada bulan februari tahun 2000 sejumlah 
asosiasi dan organisasi serta kalangan pers gencar memberikan sejumlah masukan 
mengenai kebebasan berbicara dan memperoleh informasi (Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia, 2008: 171). 
Bhatara Ibnu Reza menyampaikan (2010:24), menurut pandangannya 
dalam pasal 28 F merupakan derivasi dari pasal 19 deklarasi Universal hak asasi 
manusia (HAM) dan pasal 19 (2) kovenan internasioanal tentang hak sipil dan 
politik ( International Covenant on civil and political Rights). (Bisri:2012) 
Lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan 
informasi publik. Undang-undang ini pada akhirnya di resmikan pada tanggal 30 
april 2008 dan diberlakukan mulai pada tanggal 1 mei 2010. 
Peran strategis UU KIP dalam mendorong demokratisasi tertuang dalam 
pasal 3 tentang Tujuan, yang terdiri atas: 
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a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan 
publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, 
serta alasan pengambilan suatu keputusan publik: 
b. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam  pengambilan kebijakan 
publik; 
c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik 
dan pengelolaan badan publik yang baik; 
d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, 
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 
e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang 
banyak; 
f. Mengambangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa;dan/atau 
g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan 
publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 
 
Menurut Zaini Bisri, jika di spesifikan, tujuan UU KIP ada tiga yaitu : 
1. Menjamin, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 
pengambilan kebijakan publik; 
2. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; 
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdasakan kehidupan bangsa 
melalui layanan informasi yang berkualitas. 
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Informasi merupakan suatu kebutuhan primer dan vital dalam masyarakat. 
Setiap detik, menit ataupun hari orang selalu berkomunikasi untuk bertukar 
informasi. Pemerintah sebagai pemberi kebijakan dan arahan merupakan sumber 
informasi. Pemerintah digaji oleh rakyat ada untuk rakyat dan pemerintah 
merupakan pelayan rakyat. Maka dari itu hal wajib bagi pemerintah untuk 
memberikan informasi bagi masyarakatnya. Informasi masuk dalam kategori hak 
asasi manusia. Maka dari itu informasi telah dibuatkan UU KIP bertujuan untuk 
penyelenggaraan good governance dan garansi akan kepastian hukum demi hak-
hak masyarakat untuk menerima informasi yang dibutuhkan serta untuk terlibat 
dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan. (Bisri:2012). 
Perkembangan teknologi informasi melahirkan sebuah produk dalam 
pemerintahan yang disebut sebagai e-government atau electronic government. E-
government merupakan suatu kegiatan penggunakan teknologi informasi yang 
bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat di suatu 
negara.Untuk itu dengan adanya e-government sebagai media penyambung antara 
pemerintah dan masyarakat diharapkan badan publik dapat akuntabel & kredibel 
serta memberikan pelayanan dan informasi yang lebih baik sesuai dengan UU 
KIP.  
 Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa optimalisasi adalah suatu tindakan, 
proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih/sepenuhnya 
sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Maka dari itu, pentingnya peran 
pemerintah dalam mengaplikasikan secara maksimal dengan didukung oleh 
kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah pusat dalam mengalokasikan 
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anggaran, menyediakan infrastuktur TIK yang cukup, agar masyarakat luas dapat 
dengan mudah mengakses internet dan juga perangkat pelaksanaanya. 
Kemudian suatu hal yang mutlak ada jika kesiapan sumber daya manusia 
dari segi moral, kesadaran untuk melayani, integritas, dan kemampuan dalam 
penyelenggaraan ini. Sebagus apapun suatu peraturan tanpa didukung adanya 
SDM serta sarana prasana yang memadai, maka mustahil bahwa aturan tersebut 
dapat ditegakan dengan baik.  
Notoatmojo mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) pokok kegiatan yang 
berkesinambungan dalam pengembangan SDM dalam suatu organisasi yaitu: 
perencanaan SDM, pendidikan, dan juga pelatihan sebagai bentuk pengembangan 
SDM, dan manajeman SDM. Dalam pelaksanaannya banyak kegagalan yang 
terjadi bersumber dari SDM dan sarana prasarananya. (Retnowati:2012). 
Ketiga pokok-pokok tersebut menurut Tangkilisan, diartikan sebagai 
berikut: 1. Membuat Perencanaan SDM yang bertujuan untuk efektivitas, 
menyamakan aktivitas SDM dengan tujuan organisasi, dan dapat mengatur 
aktivitas manajemen serta dapat mengembangkan sebuah sistem manajemen 
SDM; 2. Melakukan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan-
pelatihan agar dapat membentuk kepribadian manusia dan mengembangkan 
kemampuan intelektual; 3. Manajemen SDM yaitu dengan menyusun rencana, 
mengorganisasikan, mengarahkan, dan juga melakukan pengawasan untuk 
mencapai tujuan organisasi. (Retnowati:2012). 
Oleh karena itu dibutuhkan manajeman atau sistem SDM yang baik, agar 
dapat memanejemen atau mengarahkan pegawai negeri sipil dalam mendukung 
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kebijakan pemerintahan di era digital ini serta dukungan sarana dan prasarana. 
Dengan perkembangan yang ada ketersediaan informasi harusnya dapat tersedia 
tidak hanya secara konvensional tetapi ketersediaan informasi yang dapat di akses 
oleh siapapun dan dimanapun. (Retnowati:2012). 
Dalam Intruksi presiden mengenai e-government setiap pemerintahan 
daerah wajib mempunyai website agar menjadi media yang melayani serta 
menginformasikan aktivitas pemerintah kepada publiknya. Untuk itu yang harus 
dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan keterbukaan informasi publik 
melalui e-government yaitu menetapkan stategi yang sesuai dengan kondisi di 
lapangan. Untuk itu ada enam strategi yang berkaitan, yaitu : 
1) Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta 
terjangkau oleh masyarakat luas. 
2) Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah 
otonom secara holistic 
3) Memanfaatkan teknologi serta dunia usaha mengembangan industri 
telekomunikasi dan teknologi informasi 
4) Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industry 
telekomunikasi dan teknologi informasi. 
5) Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah 
daerah otonom disertai dengan meningkatkannya e-literacy masyarakat 
6) Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang 
realistic dan terukur. (Yahya:2015) 
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2.5 Teori Hubungan Masyarakat Pemerintahan  
2.5.1 Definisi Humas Pemerintah 
 Menurut Newsom, Turk dan Kruckeberg (2009:p5): 
       “Job descriptions for PR positions in government vary dramatically. Some 
people who are called “public information officers’ are really publicists, 
whereas others with prescisely the same title may have all the responsibilities 
of a corporate vice president for PR.” 
 
Menurut Cutlip, Center dan Broom (2007:465-466): 
“Spesialis PR Pemerintah – biasanya disebut pejabat public affairs di 
AS dan pejebat informasi atau penerangan atau pejabat hubungan masyarakat 
(humas) di negara lain – adalah penghubung penting antara rakyat dan 
pemerintah. Deversitas keahlian teknis, tujuan organisasional dan aktivitas 
publik dari fungsi public affairs pemerintah adalah lebih besar ketimbang 
praktik PR tradisional dan/atau khusus. Dan puncak perbedaannya adalah 
pada peran advokasi publik yang dimainkan ini harus menguasai seni dan 
keahlian berkomunikasi yang baik dan harus memahami secara menyeluruh 
kultur, kebijakan, praktik, dan konstituen organisasi. Meskipun mungkin 
hanya disebut “pembuat kata-kata”, praktisi public affairs percaya bahwa 
tanggung jwab mereka yang luas dan praktik mereka yang berada dibawah 
ketentuan undang-undang telah membuat mereka berhak menyandang nama 
jabatan tersendiri. 
 
Dalam pengertian yang riil tujuan public affairs itu sendiri sesuai 
dengan tujuan demokrasi. Informasi yang melimpah dan akurat digunakan 
oleh pemerintah yang demokratis untuk menjaga hubungan yang responsive 
dengan konstitue, berdasarkan pada pemahaman bersama dan komunikasi dua 
arah yang terus menerus.” 
 
Menurut Ardiant, E. (2011:241) 
“pejabat PR adalah seorang professional atau komunikator 
professional, ia diangkat oleh lembaga pemerintah dengan tugas melayani 
informasi kebijakan publik dan pelayanan. Seorang pejabat PR profesional 
adalah perantara atau jembatan antara lembaga pemerintahan dan rakyat atau 
masyarakat, baik ke dalam maupun diluar. Ia harus mampu menjelaskan 
rencana.”   
  Dari pengertian-pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa humas 
pemerintahan adalah seorang komunikator professional yang menjadi media 
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untuk memberikan pelayanan informasi tentang badan publik kepada 
masyarakatnya. 
 
2.5.2 Tugas Humas Pemerintah 
Transparansi merupakan salah satu tolak ukur dalam penyelenggaraan 
pemerintahan.masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui segala informasi dari 
pembuat dan pelaku kebijakan. Maka dari itu humas di pemerintahan menjadi 
salah satu pelaku penting dalam mencapai penyelenggaraan pemerintahan 
tersebut.  
Betikut beberapa kutipan yang dikutip dari Amalia (2012) tentang tugas 
humas pemerintah menurut para ahli : 
Menurut Ardianto, E. (2011:239):  
“Di dunia pemerintahan, PR bertugas menjalankan kegiatan kebijakan 
publik dan pelayanan publik. Salah satu kegiatan PR pemerintah dalam bidang 
kebijakan publik adalah memberikan berbagai informasi tentang kebijakan 
pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan 
publik adalah memberikan pelayanan terbaik, dengan birokrasi yang tidak 
berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat 
sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik.”  
Menurut Cutlip, Center dan Broom (2007:468): 
  “Tugas utama praktisi public affairs atau humas pemerintah adalah 
memberi informasi. Peran dan tanggung jawab lainnya – banyak yang penting – 
diberikan kepada praktisi pemerintah spesifik, dan prioritas utamanya adalah 
memastikan arus informasi kepada orang di dalam dan di luar pemerintahan. Dan 
fungsi informasi ini bisa bersifat global, ketika kebutuhan memberi informasi ini 
harus melampaui batas negara untuk diberikan kepada kawan atau untuk 
memperingatkan lawan. Tetapi harus diingat bahwa sistem politik mungkin 
memampukan atau membatasi peran khusus ini, terutama ketika upaya 
komunikasi itu diarahkan ke luar negara.”   
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Mengutip definisi humas oleh Joice J Gordon dalam buku Effective Public 
Relation humas seharusnya mempunyai peran dan fungsi mempertahankan 
hubungan yang baik antara pemerintah dengan publik. (Wullur,2016) 
Dalam rangkumannya Gordon tugas-tugas humas pemerintah sebagai 
berikut : 
1. Memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah 
2. Memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah, voting, curbside 
recycling, dan juga kepatuhan kepada program aturan-kewajiban. 
3. Mendorong masyarakat untuk mendukung kebijakan dan program yang 
ditetapkan; sensus, program, pengawasan keamanan lingkungan, kampanye 
penyadaran akan kesehatan personal, bantuan untuk upaya pertolongan 
bencana. 
4. Melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah; 
menyampaikan opini publik kepada pembuat keputusan, mengelola isu publik 
didalam organisasi serta meningkatkan aksesibilitas publik ke pejabat 
administrasi. 
5. Mengelola informasi internal; menyiapkan newsletter organisasi, 
pengunguman elektronik, dan isi dari situs internet organisasi untuk karyawan. 
6. Memfasilitasi hubungan media menjaga hubungan dengan pers lokal, bertugas 
sebagai saluran untuk semua pertanyaan media; memberitahu pers tentang 
organisasi dan praktiknya serta kebijakannya. 
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7. Membangun komunitas dan bangsa; menggunakan kampanye kesehatan 
publik dengan dukungan pemerintah dan program keamanan publik lainnya 
serta mempromosikan sebagai program sosial dan pembangunan. 
Maka dari itu fungsi humas di dalam sebuah pemerintahan dapat diartikan 
sebagai seorang informan dan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. 
Humas menjadi jembatan antara suatu hubungan dimana masyarakat mempunyai 
hak-hak yang menjadi kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan sebaik-baiknya. Kemudian menjadi suatu kewajaran ketika terjalin 
hubungan yang intens di setiap aspek yang menyentuh langsung kehidupan 
masyarakat.  
 
 
 
 
 
